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GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMCR 52 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN
PANGAN SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINST JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan tugas teknis

Mengingat  : 1.

Operasional dan/atay kegiatan teknis penunjang pada
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, perlu
dibentuk  Balaj Pengembangan Cadangan Pangan
sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan; .

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pengembangan Cadangan Pangan sebagai Unit
Pelaksana Teknis pada Badan Ketahanan Pangan;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provins; Jawa Tengah;



Undang-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Perztiran “eruncang-undangan (Lemba-
ran Negara Republi Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembarzn "'=czra  Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Uncang -Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dzerzh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negzrz Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telzh czberapa kali diubah  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubzhan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambzhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tertang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemzrintzahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyeleng-
garaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Perrbagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
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Peraturan Presicen Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengeszhan, Penguncdangzn Dan  Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;

Peraturan Das h Provinsi Jawa Tengah Nomor. 4
Tahun 2008 f=nteng Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewsrzngan Pemerintahan Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lzmbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerzh Frovinsi Jawa Tengah Nomor 8);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008
Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA

KERJA BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratiran Gubernur ini yang dimaksud dengan :

AW e

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. -
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Badan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.



5. Kepala Badan acalah Kepala Badan Ketzharian Pangan Provinsi Jawa
Tengah. .

6. Balai adalah Balaj Pengembangan Czdangzn Pangan Provinsi Jawa
Tengzah

7. Kepala Balai adalah Kepala Bzlzi Pengembangan Cadangan Pangan
.Provinsi Jawa Tengah, ) :

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur
pelaksana’ tugas teknis pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa
Tengah. ,

9. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk
konsumsi manusia, bahan baky industri, mengantisipasi kekurangan

- pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan untuk menghadapi
keadaan darurat yang terdiri dari cadangan pangan Pemerintah dan
“cadangan pangar Masyarakat,

10. Jabatan ~ungsional adalah kedudukan 7ang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang den hak seorang pegawai negeri sipil
dalam satuan organisasi yang daiam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan atay keterampiian tertentu serta bersifat mandiri.

BAB [I
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Gubernyr ini dibentuk Balai Pengembangan Cadangan
Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai UPT pada Badan Ketahanan Panaan
Provinsi Jawa Tengah.
BAB III
KEDUDUKAN, T UGAS POKCK DAN FUNGSI

Pasal 3
Baiai merupakan UPT pada Badan yang dipimpin oleh S€orang Kepala Baiai
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

Badan.

Pasal 4

(%3]

=2l mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional
-2n/atau kegiatan teknis penunjana Badan dj bidang Pengembangan
“adargan pangan. ;



5. Kepala Badan acalah Kepala Badan Ketzharan Pangan Provinsi Jawa
Tengah. _

6. Balai adalah Balaj Pengembarnigan Cacangzn Pangan Provinsi Jawa
Tengeh ‘

/7. Kepala Balaj adalah Kepala Balai Pengembangan Cadangan Pangan
Provinsi Jawa Tengah, . :

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur
pelaksana’ tugas teknis pada Badan Ketzhanan Pangan Provinsi Jawa

9. Cadgngan Pangan adalah perseciaan pangan di seluruh wilayah untuk

konsumsi manusid, bahan baky industri, mengantisipasi kekurangan

- pangan, kelebihan pangan, gejolak harga dan untuk menghadapi

keadaan darurat yang terdiri dari cadangan Pangan Pemerintah dan
“cadangan pangar Masyarakat.

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang den hak Seorang pegawai negeri sipil
dalam satuan organisasi yang dajam pelaksanaan tugasnya didasarkan
pada keahlian dan atay keterampilan tertenty serta bersifat mandiri,

| BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur inj dibentuk Balaj Pengembangan Cadangan

Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagal UPT pada Badan Ketahanan Panaan

Provinsi Jawa Tengah,

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3

Baiai merupakan UPT pada Badan yzng dipimpin oleh S€orang Kepala Baiai
yang berkedudukan dj bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala

Balai mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis Operasional
dan/atau kegiatan teknis Penunjana Badan bidang Pengembangan



Untuk melaksanakan tugas pekok sebagzimanz dimaksud dalam Pasal 4,
Baiai menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan  rencana teknis c¢_zrasional pengadaan dan distribusi
cadangan pangan; '

b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengadaan dan  distribusi
cadangan pangan;

¢. pemgntauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan dan distribusi
cadangan pangan;’ -

d. pengelolaan ketateusahazn;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BAE IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Balai, terdiri dari:

a. Kepala Balai;

b. Subbagian Tata Usaha;

. Seksi Pengadaan Cadangan Pangan;

- Seksi Distribusi Cadangan Pangan; '
. Kelompok Jabatan Fungsional

o QO

(2) Subtagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin
oleh seorang Kepala Subbaglan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada d bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Balal.

(4) Kelompek Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang. tenaga fungsional senior sebagal ketua
kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai,

(5) Bagan Organisasi Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran,
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



EABV
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kepala Balai

Paszl 7

Kepala Balai mempunyai “ugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

. Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan
perlengkapan.

Bagian Ketiga
Seksi Pengadaan Cadangan Pangan

Pasal 9

Seksi Pengadaan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan cadangan pangan.

Bagian Keempat
Seksi Distribusi Cadangan Pangan

Pasal 10 !

Seksi Distribusi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan kegiatan distribusi cadangan pangan.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11
1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional dikoordi-
nasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif dikoordinasikan oleh
Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 12
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terciri dari sejurnlah jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai
dengan bidang keahliannya. :

(2) Jumiah tenzga fungsional scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Faszi 13

Kepala Balai, kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan
tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan k=bijakan yung ditetapkan oleh Kepala Badan

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bazlai, Kepala Subbagian, Kepala
Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkrorisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam

lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai dengan
tugasnya.

Fasal 15

Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi iwajib mengawasi

bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.



asal 16

Kepala Baled, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab dalam
memimpin, mengkoordinasikan bawa’ 2nnya serta memberikan bimbingan
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas awahannya.

Pasal 17

(1) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(2) Dalam menyampaikan laporan rnasing-masing kepada atasan,
tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(3) Setiap laporan yang diterirma oleh Kepala Ralai, Kepala Subbagian dan
Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai
bahan penyusunan laperan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan, !

BAB VII
ESELONISASI
Pasal 18
(1) Kepala Balai merupakan jabatan struktural eselon I1Ia

(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural
eselon IVa.

EAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 19
Kepola Balal, Kepala Subbagian, Kepala Saksi dan pejabat fungsional pada

Balai diangkat dan diberhentikan io;’e‘h Gubernur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, '
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scpamang mengendi teknis
paia Badan.

-

Peraturan Gubernur ini berlaiw pada tanggal diundangkan.

Agar seliap oreng m ngetant nya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur inj donmr ;\ :«"npatannycl dalam Berita Daerah
Provinsl Jawa Tengah.

ftetapkan di Semarang
paca tanggal 20 Juni 2008
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LAMFPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2008

TANGGAL 20 JUNI 2008

EAGAN CRGANISASI
BALAI PENGEMBANGAN CADANGAN P/ NGAN

]
; KEPALA BALAI

. SUBBAGIAN
TATA USAHA
KELOMPOK SEKS! SEKSI
JABATAN PENGADAAN CADANGAN DISTRIBUSI CADANGAN
FUNGSIONAL PANGAN PANGAN
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